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BABII

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kepegawaian

L.

Dasar Hukum

Dasar hukum kepegawaijan Republik Indonesia adalah Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1974 tentang i’okok-Pokok Kepegawaian.

Pengertian,

Wijaya A.W,2 menyatakan bahwa kepegawaian adalah orang-
orang yang dikerjakan dalam suatu badan tertentu, baik di lembaga-
lembagé pemerintah maupun dalam bidang-bidang usaha. Secdra umum,
kepegawaian adalah segala hal mngenai kedudukan, kewajiban, hak dan
pemb,i‘naan pegawai. Pengertian tentang pegawai negeri sipil disebutkan
dalam‘PasaI 1 butir 1, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 :

“Pegawai negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia

yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh

pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan
negeri, atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku™

Dari rumusan Pasal 1 butir ] terse-but, dapat ditarik. kesimpulan
bahwz} untuk menjadi pegawai negeri, maka seseorang harus dapat

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Warga Negara Indonesia
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b. Memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam perundang-undangan
yang berlaku

c. Setclah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, harus diangkat
oleh pejabat yang berwenang.

d. Diserahkan tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas
negara lainnya. '

e. Digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 merupakan
pengembangan dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahuni974,
semula hanya terdapat 2 ayat, namun menjadi 3 ayat, yaitu i)emisahan
anggota Kepolisian Rep;lblik Indonesia (POLRI) dari Tentara Nasional
Indonesia (TNI) dalam butir tersendir.

Adapun yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Pusat
adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan bekexj.ja pada departemen, lembaga
pemerintah non departemen, kesekretariatan lembaga tertinggi negara,
instansi vertikal di daerah propinsi, kabupaten/kota, kepaniteraan
pengadilan atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan negara lainnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Daerah
adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Bélanja Daerah dan bekerja pada pemerintah daerah atau

di luar instansi induk gajinya dibebankan pada instansi yang menerima

noarhantitan Damrarat ATamawd OO0 T L o1 30 . L | ™ 1 -
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dengan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pokok-
Pokok Pemerintahan di Daerah, namun dalam hal pelaksanaan
manajemen, tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
dinyatakan bahwa Pegawat Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur
negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat
secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas
negara, pemerintahan dan pembz;ngunan. Dalam Pasal 3 ayat (2),
disebutkan bahwa seorang Pegawai Negeri dalam menjalankan tugasnya
harus bertindak netral. Adapun pengertian netral adalah tidak
mementingkan suku, agama, golongan atau partai polifik dalam
menjalankan tugasnya. Seorang Pegawai Negeri harus dapat menghindari
dari ﬁengaruh—pengaruh yang ada supaya dapat menjalankan semua unsur
masyarakat. |
Pembinaan Kepegawaian

Pegawai Negeri merupakan unsur aparatur negara, abdi negara
dan abc'ii masyarakat yang hidup di tengﬁh—tengah masyarakat dan
bekerja untuk kepentingan masyarakat, Oleh karena itu, perlu diadakan
pembinaan sebaik-baiknya. De_llam melaksanakan "pembinaan, hendaknya

sejauh mungkin diusahakan adanya keserasian antara kepentingan dinas
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perbedaan antara kepentingan dinas dan kepentingan Pegawai Negeri
sebagai individu, maka kepentingan dinaslah yang diutamakan.

Pelaksanaan pembinaan Pegawai Negeri Sipil perlu diatur secara
menyeluruh, yaitu dengan pengaturan yang seragam bagi setiap Pegawai
Negeri, baik Pegawai Negeri Sipil maupun Tentara Nasional Indonesia
(TND).

Dengan pengaturan yang seragam bagi setiap pegawai negeri,
baik sipil maupun militer atau baik yang berada di pusat maupun yang
berada di daerah akan memudahkan penyelenggaraan pembinaan dan
penyeragaman perlakuan serta jaminan kepastian hukum bagi seluruh
Pegawai Negeri.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah mendorong pelak!anaan
desentralisasi urusan kepegawaian daerah. Untuk memberi landasan yang
kuat bagi pelaksanaan desentralisasi kepegawaian tersebut, diperlukan
adanya pengaturan kebijaksanaan managemen Pegawai Negeri secara
nasional. Kebijakan ini menéatur tentang norma, standar, dan prosedur
yang sama dan bersifat nasional dalam setiap unsur managemen
kepegawaian.

Untuk menjaga kekompakan serta netralitas Pegawai Negeri dari .
-pengaruh politik, maka Pegawai Negeri dilaraul.g menjadi anggota atau

pengurus partai politik. Bagi Pegawai Negeri yang menjadi anggota atau
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tetap menjadi Pegawai Negeri atau memilih menjadi pengurus partai
politik. Bagi Pegawai Negeri yang memilih menjadi pengurus, partai
politik, maka terhadap yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
| Sebagai landasan pengaturan tentang kepegawaian antara lain
yaitu masalah kedudukan, kewajiban, hak dan pembinaan Pegawai
Negeri ditetapkan dalam Unda;ng-Undang Nomor 43 Tahun 1999,
_tentang Pokok-Pokok Kepefawaian. Perubahan dan penambahan dari |
Undang-Undang Nofnor 8 Tahun 1974 tidak terjadi pada seﬁua pasal.
Pasal yang tidak mengalami perubahan adalah Pasal 5,6,8,9, 10, 14, 16,
18, 21, 27, 25, 29, 33, dan 34. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 yang baru tidak mencabut
seluruh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974.
Pembinaan kepegawaian didasarkan pada perpaduan antara sistem
karier.dan sistern prestasi kerja. Sistem pembinaan kepegawaian itu
sendiri terdiri dari beberapa unsur, antara lain :
2. Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Pasal 29 Undang—Undang Nomor 8 Tahun 1974 rﬁenyatakan
bahwa untuk menjafmin tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas
diadal-:an- peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan
pelaksana Pasal 29 adalah Peraturan Pemer.inta;h Nomor 30 Tahun
1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipin. |

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 beserta
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secara jelas dan tegas, namun pengertian disiplin menurut peraturan
perundang-undangan  tersebut adalah melaksanakan = semua
kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil dan meninggalkan segala
larangan yang telah ditentukan.,

Peraturan disiplin tersebut mengatur kewajiban, larangan dan
sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh
Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Kewajiban-kewajiban
Pegawai Negeri Sipil tersebut antara lain menjunjung tinggi
kehormatan dan martabat negara, pemetintah dan Pegawai Negeri
Sipil, melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan
denge{n penuh pengabdian, kesadaran dan bertanggung jawab,
mentaati ketantuan jam kerja, dan lain-lain. Larangannya antara lain
melakukan hal-hal yang menurunkan kehormatan atau martabat
nkgara, pemerintah atau Pegawai Negeri Sipil, menyalahgunakan
wewenang, dan lain-lain.

Pelanggaran disiplin pada hakekatnya setiap ucapan, tulisan
atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang me_langgar ketentuan
peraturan disiplin Pegéwai Negeri Sipil baik yang dilakukan di

dalam maupun di luar jam kerja. Apabila terjadi pelanggaran
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Kewajiban Pegawai Negeri Sipil

Setiap Pegawai Negeri Sipil diwajibkan setia dan taat kepada
Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara, pemerintah dan
mernjaga persatuan kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut
dituntut dari Pegawai Negeri Sipil agar dapat memusatkan segala
perhatian dan pikiran serta mengerahkan segala daya dan tenaganya
untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan
secara berdaya guna dan berhasil guna.

Kesetiaan dan ketaatan tersebut mengandung pengertian
bahwa Pegawai Negeri berada sepenuhnya di bawah pimpinan
pemerintah dan garis pimpinan yang jelas dan tegas.

Adapun Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian tidak mengalami
Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, sehingga
Pasal terscbut masih berlaku. Dinyatakan dalam Pasal 5 bahwa
Pegawai Negeri adalah pelaksana peraturan perundang-undangan.
Oleh sebab itu berusaha agar setiap pertauran perundang-undangan
ditaati oleh masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, Pqegawai Negeri
Sipil berkewajiban untuk memberikan contoh yang baik dalam
menaati dan melaksanakan segala peraturan perunde_mg-undéngan
yang berlaku. Pada hakekatnya pemberian tugas kéedinasan

merupakan kepercayaan dari atasan yang berwenang dengan harapan
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Pegawai Negeri wajib melaksanakan tuggs kedinasan yang
dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan
tanggung jawab.

Setiap Pegawai Negeri wajib menyimpan rahasia dan hanya
dapat mengemukakan rahasia kepada dan atas perintah pejabat yang
berwenang atas kuasa Undang-Undang. Sehubungan dengan Pasal 6
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, yang dimaksud rahasia
adalah rencana kegiatan atau tindakan yang akan, sedang atau telah
dilakukan yang dapat mengakibatkan lgemgian besar atau dapat
menimbulkan bencana apabila diberitahukan kepada pihak lain atau
orang yang tidak berhak mengetahuinya.

Rahasia jébatan adalah rahasia mengenai dan ada
hubungannya dengan jabatan. Pada umumnya rahasia jabatan berupa
dekumen tertulis, seperti surat, notulen rapat, peta, dan lain-lain.
Dapat pula berupa rekaman suara dan dapat pula perintah atau
keputusan lisan. Rahasia yang dimaksud terbagi tiga, yaitu sangat
rahasia, konfidensial, dan terbatas.

Hak Pegawai Negeri Sipil

Hak Pegawai Negeri Sipil ada empat macam, yaitu hak untuk
menerima gaji, mem:peroleh cﬁti‘, mendapatkan perawatan, dan hak
pensiun. Pada dasamnya setiap’ Pegawai Negeri  Sipil i)eserta

keluarganya harus dapat hidup layak dari gajinya, sehingga ia dapat

1
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yang dipercayakan kepadanya. Gaji adalah balas jasa atau
penghargaan atas hasil kerja seseorang. Pada umumnya sistem
penggajian digolongkan menjadi dua, yaitu sistem skala tunggal dan
sistem skala ganda. Yang dimaksud dengan sistem skal;a tunggal
adalah sistem penggajian yang memberikan gaji yang sama kepada
pegawai yang berpangkat sama dengan tidak atau kurang
memperhatikan sifat pekerjaan yang dilakukan apakah berat atau
ringan. Sedangkan yang dimaksud dengan sistem skala ganda adalah
sistem penggajian yang menentukan besarnya gaji yang bukan saja
didasarkan pada pangkat, tetapi juga didasarkan bada sifat pekerjaan
yang dilakukan, prestasi kerja yang diperoleh dan beratnyﬁ tanggung
Jawab yang dipikul dalam melaksanakan pekerjaannya. Besarnya
gaji tetap harus memperhatikan kemampuan keuangan negara.

", Cuti yang diberlakukan terdiri dari cuti tahunan, cuti sakit,
cuti karena alasan penting, cuti besar, cuti bersalin, ‘dan cuti di [uar
tanggungan negara. Cuti besar dapat dipergunakan saat seorang
Pegawai Negeri Sipil melaksanakan ibadah haji. Pegawai Negeri
Sipil juga mendapatkan perawatan kesehatan melalui layanan

Asuransi Kesehatan (ASKES). Semuanya diatur menggunakan
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d. Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam pangkat tertentu
berdasarkan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.
Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 J.0
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 maka kenaikan pangkat
didasarkan kepada penilaian prestasi kerja.

Pangkat merupakan kedudukan yang menunjukkan tingkat
atau strata seorang Pegawai Negero Sipil dalar_ﬁ rangkaian susunan
kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. Kenaikan
pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas peﬁgabdian dan
kedisiplinan seorang Pegawai Negeri Sipil terhadap negara.
Pengabdian dapat berupa keset-iaan, prestasi kerja, tanggung jawab,
ketaatan, kejujuran, kerja sama, prakarsa dan kepemimpinan.

Ijin Perkawinan dan Percera_ian Pegawai Negeri Sipil

Perkawinan merupakan ikatan suci pertautan lahir batin
antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri
dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pegawai Negeri Sipil harus mentaati beberapa kewajiban
apabila hendak melangsungkan perkawinan, beris(ri lebih dari satu

atau bermaksud melakukan perceraian. Pegawai Negeri Sipil dalam
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Sengketa Kepegawaian _

Sfengketa kepegawaian tidak diatur secara jelas dan tegas dalam
sebuah peraturan perundang-undangan, namun sengketa kepegawaian
dapat timbul dalam bidang pelaksanaan kepangkatan, jabatan,
pengangkatan, perpindahan tempat tugas, pemberhentian, pela.ksanélan
sumpah, kode etik dan peraturan disiplin. Untuk memahami sengketa
‘kepegawaian maka harus dipahami terlebih dahulu Pasal 1 Ayat (4)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, yang berbun'yi : '

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam

bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata

dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat
maupun di daerah termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

Sengketa kepegawaian termasuk sengketa tata " usaha negara
sehingga untuk dapat dikatakan sengketa kepegawaian harus niemenuhi
unsur-unsur sebagaimana sengkéta tata usaha negara vyaitu adar;)}a _
penetapan tertulis oleh badan atau pejabat tata usaha negara, konkret,
individu’e__ll, final dan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum
perdata. |

Sengketa kepegawaian juga timbul apabila tidak ada keputusan

dari Badan atau, Pejabat Tata Usaha Negara walaupun hal itu menjadi

kewajibannya dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak

PUIFRF I PR T__.. 1
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sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan telah
lewat,

Kasus dan sengketa yang terjadi bertingkat, ada yang ringan tetapi
ada pula yzing berat. Aturan penanganan indisipliner Pegawai Negeri
Sipil secara umum tertulis dalam Undang-Undang Pokok Kepegawaian
Nomor 43 Tahun 1999. Hanya saja ketentuan pelaksanaan Undang-
Undang Pokok Kepegawaian di daerah adalah Peraturan Pemerintah.
Selanjutnya pejabat terkait juga harus menemukan Jalan keluar atas kasus
dan sengketa kepegawaian yang terjadi. Sengketa kepegawaian dalam
tubuh Pegawai Negeri Sipil diselesaikan dalam Peradilan Tata Usaha
Negara.

Peradilan Tata Usaha Negara menurut Undang-Urndang Nomor 5
Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahui 2004 merupakan satu-satunya lembaga -pengawas yudisial
terhadap tindakan atau putusan pejabat tata usaha negara. Pengawasal
yudisial bertujuan agar setiap tindakan pejabat tata usaha negara
ditakukan sesuai dengan hukum sehingga kepentingan masyarakat lebih
terlindungi.

Dalam suatu sengketa tata usaha negara, pejabat tata usaha negara
berkedudukan sebagai tergugat'dan masyarakat sebagai peﬁggugat. Pés‘al
1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa
salah-satunya t'ergugat dalam suatu sengketa tata usaha negara adalah

badan atau pejabat tata usaha negara. sedangkan penggugat menurut
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berkedudukan sebagai objek hukum, Badan atau pejabat tata usaha
negara tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha
Negara untuk menggugat suatu keputusan pejabat tata usaha negara,

Dengan adanya ketentuan tersebut, antar pejabat tata usaha negara
tidak dapat saling menggugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara
terhadap keputusan tata usaha negara yang telah dikeluarkan. Apabila
suatu ketika terjadi suatu badan tata usaha negara mengeluarkan
keputusan sedangkan badan tata usaha negara yang lainnya berpendapat
bahwa keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka badan tata
usaha negara yang kepentingannya dirugikan, tidak dapat mengajukan
gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Nega1_~a.

Triatmojo®, menyatakan bahwa sengketa kepegawaian yang
biasanya diselesaikan melalui peradilan kepegawaian meliputi delapan
bidané, yaitu :

a. Pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan

b. Pelaksanaan formasi dan pengadaan

C. Pelaksanaan kepangkatan, jabatan, pemindahan dan pemberhentian
d. Pelaksanaan sumpah, kode etik, dan peraturan di;siplin

e. Pelaksanaan pendidikan dan latihan

f. Pelaksaqaan keéejahteraaﬁ :

g.  Pelaksanaan penghargaan

h.  Pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan kepegawaian.

* Sudibyo Triatmedjo, SH, 1983, Hukum Kepegawaian: Mengenai Kedudukan Hak dan
Kewajiban Pegawai Negeri Sipil, Jakarta: Ghalia Indonesia, 185.
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Penggolongan di atas masih dapat ditambah dengan sub bidang
yang lain karena penggolongan di atas didasarkan pada sistematika
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974. Selanjutnya masalah Peradilan
Kepegawaian diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1974 yang berbunyi : .

“Penyelesaian sengketa di bidang kepegawaian dilakukan melalui

peradilan untuk itu, sebagai bagian dari Peradilan Tata Usaha

Negara yang dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 14

Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan

Kehakiman”

Kalau pasal ini dikaitkan dengan Pasal 36 Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1974 maupun penjelasannya, maka pelaksanaan
penyelesaian sengketa kepegawaian diatur lebih lanjut dalam Undang-
Undang. |
Kasus

", Ahli-ahli dalam bidang kepegawaian maupun administrasi negara
pada umumnya menyebut istilah sengketa bukan kasus. Hanitijo®,
menyebutkan istilah kasus bagi perkara yang diajukan ke pengadilan
dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Pengertian kasus menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia
adalah soal, perkara. keadaan sebenarnya atau kondisi khusus yang
berhubungan dengan seseorang atau suatu hal.’ .

| Istilah kasus sering diungkeipkan dalam administrasi kepegax'vaiefn-

terhadap permasalahan-permasalahan kepegawaian yang diselesaikan

4 Ronny Hanitijo, 1988, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia,
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oleh instansi itu sendiri, sedangkan permasalahan kepegawaian yang

diselesaikan rﬁelalui PTUN disebut sengketa.

B. Penemuan Hukum
1. Pen;gertian
Mertokusumo menyatakan bahha penémuan hukum merupakan
proses konkretisasi atau indivudualisasi peraturan hukum (das sollen)
yang bersifat umum dengan mengingat akan peritiwa konkrit (das sein)
tertentu.
2. Sistem Penemuan Hukum
Sistemn penemuan hukum terbagi menjadi dua, yaitu penemuan
. hukum heteronom dan penemuan hukum otonom. Penemuan hukum
heteronom terjadi berdasarkan peraﬁmqn—peramran di luar hakim
sehin“gga hakim patuh menurut bunyi Undang-Undang, sedangkan
penemuan hukum otonom terjadi apabila hakim tidak lagi condong pada
Undang-Undang tetapi pembentukan hukum yang memberibentuk dan isi
dari Undang-Undang dan menyesuaikannya dengan - kebutuhan-
kebutuhan hukum.
3. Sumber Penemuan Hukum
Sumber penemuan hukum adalah peraturan perundang-undangan,
hukum kebias'aan, 'yurisprudensi,‘pgrjanjian ihterﬁa-sional, dan doktrin.

Dalam hal ini Undang-Undang diprioritaskan karena Undang-Undang

| PP o LS 1
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hukum®. Upaya tersebut tidak hanya dilakukan oleh hakim tetapi juga
oleh para peneliti dan mereka yang terkait dengan kasus dan pefaturan—
_ peraturan lain.

Metode ini tidak hanya dilakukan oleh hakim tetapi juga oleh para
planeliti dan mereka yang berhubungan dengan kasus atau konflik dan
peraturan-peraturan jain.

a. Gramatikal

Hukum tidak mungkin ada tanpa bahasa, oleh sebab itu
bahasa.merupakan sarana penting bagi hukum. Peraturan perundang-
undangan dituangkan dalam bentuk tertulis. putusan pengadilan
disusun dalam bahasa yang logis sistematis untuk méngadakan
pqrjanjian pun diperlukan bahasa.

Upaya mengetahui makna ketentuan Undang-Undang itu
“itafsickan atau dijelaskan denuan menguraikannya menurut bahasa
umum sehari-hari. Metode penemuan hukum seperti ini dis¢but
dengan penafsiran gramatikal atau penafsiran menurut bahasa dan
merupakan penafsiran atau penjelasan Undang-Undang yang paling
sederhana.

b. Sistematis

Suatu peraturan hukum atau Undang-Undang merupakan

bagian dari’ kescloruhan sistem hukum. At pentingnya suatu

peraturan hukum terletak di dalam sistem hukum. Di luar sistem

6 Cidikne Mertaknema 1982 Seiarmah Peradilan dmn Perundanc-nndeancannva di Indonesic



27

hukum. lepas dari hubungannya dengan peraturan-peraturan -hukum
yan lain maka suatu peraturan hukum tidak mempunyai arti penting.
Menafsirkan ~ suatu  peraturan perundang-undangan  dengan
menghubungkannya dengan peraturan hukum atau Undang-Undang
lain atau dengan keseluruhan sistem hukum disebut penafsiran-
sistematis.

Menafsirkan Undang-Undang tidak boleh menyimpang atau
kelvar dari sistem perundang-undangan atan sistem hukum.
Menafsirkan secara sistematis bera;ti ‘hukum  dilihat oleh hakim
sebagai suatu kesatuan, sebagai sistem peraturan. Satu peraturan
tidak dilihatnya sebagai peraturan tersendiri, tetapi sebagai bagian
dari suatu sistem, sehingga apabila penafsiran suatu peraturan
didasarkan pada letak peraturan itu dalam keseluruhan sistem
Reraturan maka disebut penafsiran sistematis.

| Namun demikian tidak hanya suatu peraturan dalam satu.
himpunan peraturan dapat membenarkan penafsiran tertentu dari
peraturan itu, juga pada beberapa peraturan dapat mempunyai dasar
tujuan atau asas yang sama. Hubungan antara keseluruhan peraturan
tidak semata-mata ditentukan oleli tempat peraturan itu terhadap satu
sama laip tetapi oleh tujuan bersama atau asas-asas yang bersamaan

. . . .

yang mendasarkan pada peratpran-peraturah itu._
Historis

Penafsiran historis adalah penafsiran makna Undang-Undang
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Undang-Undang selalu merupakan reak_si terhadap kepentingan atau
kebutuhan sosial untuk mengatur kegiatan hidup manusia yang dapat
dijelaskan secara historis.

Setiap pengaturan dapat dilihat sebagai suatu langkah dalam
perkembangan masyarakat yang maknanya dapat dijelaskan dengan
meneliti langkah-langkah sebelumnya. Ini meliputi seluruh lembaga
yang terlibat dalam pelaksanaan Undang-Undang,

Teleologis

Hakim menafsirkan Undang-Undang sesuai dengan tujuan
pembentuk Undang-Undang. Tujuan pembentuk Undang-Undang
lebih diperhatikan dari pada kata-kata dari Undang-Undang tersebut.
Hakim mencari tujuan dari pembentuk Undang-Undang. Tujuan ini
ditentukan secara objektif. Penafsiran ini terjadi apabila makna
ﬁ!pdang-Undang ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan.

Peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan
dan situasi sosial yang baru. Ketentuan Undang-Undang yang sudah
usang digunakan sebagai sarana untuk memecahkan dan
metiyelesaikan sengketa yang terjadi. Metode ini baru digunakan
apabila kata-kata dalam Undang-Undang dapat ditafsirkan berbagai
cara, cliengan demikian dapat dikatakan bahwa setiap penafsiran pada

hakikatnya mérupakan penafsiran teleologis. Semakin usang suatu

TTaadmen o TToAL L
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Undang yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat.
Penafsiran imi sering disebut juga dengan penafsiran sosiologi.
Komparatif

Yaitu penafsiran dengan memperbandingkan untuk mencari
kejelasan mengenai suatu ketentuan Undang-Undang. Pada
penafsiran ini dibenarkan dengan mencari titik temu pada
penyelesaian yang dikemukakan di berbagai negara terutama bagi
hukum yang timbul dari perjanjian internasional ini penting, Di luar
hukum internasional kegunaan penafsiran ini sangat terbatas.
Antisipatif

Pada penafsiran ini, dicari pemecahannya dalam peraturan-
peraturan yang belum mempunyai kekuatan berlaku yaitu dalam
rancangan Undang-Undang.
Restriktif

Penafsiran ini untuk menjelaskan suatu ketentuan Undang-
Undang itu dibatasi jadi penafsiran ini merupakan penafsiran yang
mempersempit arti suatu peraturan dengan bertitik tolak pada artinya
menurut bahasa. Sebagai contoh kata “tetangga” dalam Pasal 666
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat diartikan setiap
' tetangga termasuk seorahg penyewa dari pekarangan tetangga

sebelah. Apabila teténgga. ditafsirkan tidak termasuk tétangga

1 . - 1 ~ . PN
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h. FEkstensif
Penafsiran ini melampaui batas  yang diberikan oleh
penafsiran gramatikal. Sebagai contoh penafsiran terhadap kata
“menjual” dalam Pasal 1576 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Pasal 1576 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini sudah sejak
talm 1906 oleh HIR ditafsirkan luas bukan hanya berartl jual beli
saja tetapi juga setiap peralihan hak milik.

Semua peraturan perundang—undangan tertulis, jadi putusan
pengaditan dan. perjanjian juga serupa. Usaha mengetabui makna
Undang-Undang dengan menguraikannya menurut bahasa umum sehari-
hari. Penemuan hukum  semacam ini disebut dengan penafsiran
gramatikal ataw penafsiran menurut bahasa.

Undang-Undang merupakan bagian dari keseluruhan sistem
hukuth. arti penting suatu peraturan hukum terletak pada sistem hukum.
Upaya menafsirkan suatu  peraturan perundang-undangan dengan
menghubungkannya dengan Peraturan Hukum atau Undang-Undang lain
atau dengan keseluruhan sistem hukum disebut penafsiran sistematis.

Metode penafsiran makna Undang-Undang menurut terjadinya

dengan jalan meneliti sejarah terjadinya juga dilakukan. Penafsiran

historis ini meliputi penafsiran menurut sejarah terjadinya Undang-

Undang, karena Undang-Undang selalu ‘merupakan reaksi terhadap

kebutuhan sosial untuk selalu mengatur kegiatan kehidupan manusia.

e ————
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Sebagai penentu, hakim menafsirkan Undang-Undang sesuai
dengan tujuan pembentuk Undang-Undang. Penafsiran ini terjadi apabila
makna Undang-Undang ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan.
Metode ini baru digunakan apabila kata-kata dalam Undang-Undang
dapat ditafsirkan berbagai cara, dengan demikian dapat dikatakan bahwa
setiap penafsiran pada hakikatnya merupakan penafsiran teleologis.
Semakin usang suatu Undang-Undang semakin banyak dicari tujuan
pembentuk Undang-Undang yang disesuaikan dengan perkembangan
masyarakat. Penafsiran ini sering disebut Juga dengan Penafsiran
sosiologi.

Cara penafsiran lainnya dibenarkan dengan mencari titik temu
pada penyelesaian yang dikemukakan di berbagai negara terutama bagi
hukum yang timbul dari perjahj ian internasional. Diluar hukum
internasional kegunaan penafsiran ini sangat terbatas: Ada pula
penafsiran yang harus dicari karena belum mempunyai kekuatan berlaku,
penafsiran yang telah tertera jelas pada Undang-Undang dan penafsiran
yang melampaui gramatikal yang tertera dalam Undang-Undang.
Prosedur Penemuan Hukum

Penemuan hukum pada dasarnya merupakan -proses pembentukan
hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukui lainnya yang diberi tugas
melaksanakan® huk'u-m terhadap peristiwa konkrit. Lebih konkrit lagi

adalah bahwa penemua hukum adalah konkretisasi, kristalisasi 4tau

- R | 1°
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peristiwa konkret atau das sein. Penemuan hukum merupakan proses
yang bersifat kompleks yang pada dasarnya dimulai sejak tanya jawab
sampai  dijatuhkannya putusan. Kegiatan-kegiata;l ity pula -pada
umumnya terjalin satu sama lain. Awal upaya penemuan hukum pada
dasarnya adalah setelah pembuktian peristiwa karena pada saat itulah
peristiwa konkret yang telah dikonstantasi itu harus djcarikan
hukumnya.”

Walaupun pembentuk Undang-Undang lebih bebas dalam

pilihannya untuk menciptakan peraturan, tetapi sifatnya umum. Jadi tidak

akan mungkin mencakup atau voorzien segalanya. Sebaliknya, walaupun -

hakim itu dibatasi Undang-Undang, namun rechtsschepping-nya

mempunyai grotere vastheid en dadwerkelijkheid. |

Menurut Kortenhorst, perlu kiranya untuk lebih meningka_fkan
penciptaan hukum, értinya memajukan peradilan hakim harus diberi
kebebasan lebih besar: Hakim dan para penangguﬁg jawab penemuan
hukum harus pandai mencari jalan antara faktor kepastian hukurn,
kemanfaatan  dan kelayakan. Disamping itu hakim  harus
mempertanggungjawabkan putusannya -secara intelektual kepada
peraturan hukum yang hendak diterapkannya pada peristiwa yang
bersangkutan,® s -

Argumentasi dan logikan hukum penting dalam proses penémuai)

1 T e
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merumuskan suatu argumentasi secara cepat. Teori argumentasi
mengembangkan kriteria yang dijadikan dasar untuk suaty argumentasi
yang jelas dan rasional. Isu utama adalah adakah kriteria universal
yuridis yang spesifik yang menjadikan dasar rasionalitas argumentasi
~ hukum.

Pendekatan yang lazim digunakan dalam argumentasi hukum
adalah pendekatan formal logis. Untuk keperluan analisis rasionalitas
proposisi dikembangkan tiga model logika, yaitu logika silogistis, logika
proposisi, dan logika predikat.

Satu dalil milik A. Soeteman dan P.W. Brouwer menyatakan
bahwa suatu argumentasi dibangun atas dasar logika. Dengan kata lain,
agar suatu keputusan dapat diterima acialah apabila didasarkan pada
proses nalar sesuai dengén sistem logika formal yang merupakan syarat
mutlék dalam berargumentasi.

Argumentasi yuridis merupakan suatu model argumentasi yang
khusus, karena selalu dimulai dari hukum positif .bukan merupakan suatu
keadaan yang tertutup ataupun statis, akan tetapi merupakan suatu
perkembangan yang berlanjut. dari sebuah ketentuan hukum positif,
yurisprudensi akan menentukan norma-norma baru. Orang dapat bernalar

dari ketentuan hukum positif dari asas-asas di dalamnya untuk
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METODE PENELITIAN

A. Jenis Peneclitian
Penclitian ini merupakan gabungan antara penclitian hukum normatif dan
penelitian hukum empiris. Dalam penyusunan skripsi ini, penelitian hukum
normatif dilakukan dengan cara meneliti peraturan perundang-undangafi, "
antara lain: Undang-Undang _Nomqr 43 Tahun 1999 tentang Pcrubahan atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok~ Pokok Kepegawaian,
Scdangkan dalam penclitian hukum cmpiris dilakukan dengan mcneliti
pcncrapan hukum tcrhad-ap scngketa kepegawaian scbagaimana di atur dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000

B. Jenis Data dan Bahan Hukum
Dqlam pcnj,rusunéﬂ skripsi ini, untuk penclitian hukum normatif

mcnggunal.(an bahan hukum :

1. Bahan hukum primer
Penclitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-
Undang Nomor 43 T#hun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undané
Nomor 8 Tzﬁmn 1974 tentang Pokok- Pokok Kcpegawaian,

2, Bahan lmkum‘sckuﬁdc;r, ‘y.aittli : ‘

" Penclitian ini bahan hukum'’ sckunder jrang digunakan, adalah Peraturan
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3. Pengadilan Tata Usa.ha'Ncgara Yogyakarta

E. Populasi dan Sampul
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan cara Non
Random Sampling yaitu svatu cara menentukan sampel di mana penulis telah

menunjuk sendiri sampel dalam penclitiannya,

F. Responden
Dalam peneclitian ini, responden yang diperlukan adalah :
1. Kcpala Badan Kepegawaian Daerah Sleman
2. Kepala Biro Hukum Pemcrintah Dacrah Sleman

3. Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta

G. Teknis Pengolalian Data

Da‘l‘am penyusunan skripsi ini, penulis melakukan kegiatan dengan
mclakukan. seleksi dan sistematisasi terhadap bahan hukum tertulis, Tidak
semua bahan hukum tertulis yang berkaitan dengan pembinaan kepegawaian
khususnya tentang scngketa kepegawaian diambil scluruhnya sebagai bahan
penulisan skripsi, akan tlctapi penulis hanya mengambil ba;han hukum tertulis
yang berkaitan dengan rumusan masalah.

Kcgiatan ini termasuk dalam sclcksi bahan hukum. Sctelah dilakukan

seleKsi terhadap bahian hukum, penulis melakukan sistcmatisasi bahan hukum

o 1 St At O dmwdemae Aalasn T
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penelitian hukum empirisnya, data yang diperolch dari responden juga tidak
seluruhnya digunakan. Hanya jawaban-jawaban responden yang konsisten dan

berhubungan dengan materi penelitian saja yang diambil.

. Anslisis Hasil Penelitian

Aunalisis hasil penelitian merupakan kajian penulis terhadap bahan
hukum dan pengolahan data dengan bantuan berupa teori-teori yang diperoleh,
khususnya teori tentang penemuan hukum, Dalam penclitian ini, analisis hasil
penelitian dimaksudkan sebagai kegiatan untuk memberikan telaah dalam
bentuk kritikan, tantangan, dukungan , tambahan atau komentar-komentar
penulis dan selanjutnya penulis membuat suatu kesimpulan terhadap hasil
penclitian berdasarkan pendapat penulis dengan dibantu oleh teori-teori yang
telah dikuasai oleh penulis.

Metode Ana]isis- vang digunakan dalam penelitian ini adalah mefode
dej;krwt{ﬂ yaitu suatu metode analisis yang menempatkan penulis hanya
sebagai pemberi informasi sesuai hasil penelitian yang telah dilakukan.
Adapun‘ metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan
kualitatif | yaitu suatu cara pendckatan menghasilkan data deskriptif analitis

yaitu data yang dipcroleh dari responden tidak seturuhnya diambil. Penulis

melakukan pemilihan data dao sclanjutnya hanya data yang diperlukan saja
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